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bahwa dengan . telah ditetapkannya.uxagutusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998
tentang Ruang ‘Lingkup dan Jenis-jenis Retri-
busi Daerah Tingkat I dan Daarah ﬂﬁngkat 11

‘maka . Retribusi Pemeriksaan plat Pemadam

Kebakaran merupakan jenis Retribusi Daerah
Tingkat IT :

bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana di-
maksud_.pada huruf a, pearilu diatur dengan
Peratﬁran Dasrah. '

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pem-

bentukan'oaerah-daerah Kabupaten Dalam Ling-

kungan Propinsi Jawa Timur ;

‘Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tantang

Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Nagara
Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2104) ; “

Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tantaﬁg
Pokok-pokok Pemsrintahan Di Daerah ( Lembaran
Megara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran

Negaira Nomor 3037};
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Undang-undang Nomcr 8 Tahun f981 tentang Hukum
acara Pidana {(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ;
Undang—undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3685) ;

Paraturan Pemsrintah Nomor 27 Tahun 1983 ten-
tang paelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Tahun 1981 Nomcr &, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3258) ;

Paraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 ten-—
tang Retribusi Dasrah (Lembaran Negara 7ahun
1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3692) ;

Peraturan Menteri Dalam Nageri Nomor 4 Tahun
1997 tantang Penyidik Pegawai Nageri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Dasrah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan
Paraturan Daerah Perubahan ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun
1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan
Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Dasrah

Kaputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun
1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan
Retribusi Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun
1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang
Retribusi Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negari Nomor 119 Tahun
1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis
Retribusi Daerah Tingkat I dan Dasrah
Tingkat II ;

Peraturan Dasrah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kediri Nomor 1 Tahun 1988 tantang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di tingkungan Pemerintan
Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri ;
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peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kediri Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pembantukan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat I1I Kediri.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.osaten

Daerah Tingkat II Kediri,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEDIRI TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM
KEBAKARAN.
8§ AB I
KETENTUAN UMUM
Pasal i

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud

dengan :

a.

b.

Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tinakat II
Kediri ; :
Pemsrintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kediri ;

Kepala Daerah, adalah Bupati Xepala Dasrah
Tingkat II Kediri ;

Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas ter-
tentu dibidang retribusi daerah sesual dengan
peraturan psrundang-undangan yang barlaku ;
Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang
meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Koman—
diter, Persesroan lainnya, Badan Usaha Milik
Nagara atau Daerah dengan nama dan bentuk
apapun, persskutuan, perkumpulan, firma,
kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang
sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha
tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;

fAlat pemadam kabakaran, adalah alat-alat
taknis vyang dipsrgunakan untuk mancegah dan
memadamkan kebakaran kecuali Mobil Pemadam

Kebakaran ;
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Pemeriksaan atau pengujian alat Pemadam Keba-
karan, adalah tindakan atau pengujian aleh
pamerintah Dasrah untuk menjamin agar alat
pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat
berfungsi dengan baik ;

Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas
jasa yang disediakan atau diberikan alsh
Pemerintah Dasrah untuk tujuan kepenting=n dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau badan ;

Retribusi Pemsriksaan Alat Pemadam Kebakaran
yvang selanjutnya dapat disingkat Retribusi,
adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan
oleh Pemerintah Dasrah terhadap alat-alat
pamadam kebakaran vyang dimiliki dan atau
dipergunakan oleh masyarakat ;

Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau
badan yang memiliki dan atau menguasai_alat
pasmadam kebakaran yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi ;

Masa Retribusi, adalah jangka waktu tertentu
vang merupakan batas waktu bagi wajib ratri-
busi untuk memanfaatkan Jasa peslayanan pems-—
riksaan alat pemadam kebakaran ;

Surat Ketatapan Retribusi Daerah yang selanjut
nya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan
yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang
terutang ;

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjut-
nya disingkat STRD adalah surat untuk melaku~
kan tagihan retribusi dan atau sanksi adminis-
trasi bsrupa bunga dan atau denda.
Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk
mencari, mangumpulkan dan mengolah data dan
atau kstarancsn lainnya dalam rangka pengawas-—
an kepztuhan pemanuhan kewajiban Retribusi
Dasrah berdasarkan paraturan psrundang-

undangan retribusi Dasrah ;
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andak  Pidana dibidang e’ bDus.
Daerah, adalah serangkaian tindakan vyang
dilakukan oleh Penyidik Pegawai HNegeri Sipil
vang selanjutnya disebut Penyidik, untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang <d=ngan
bukti itu membuat terang tindak pidara di
bidang retribusi Dasrah yang terjadi serta

menemukan tersangkanya.

B8 B I
NAMA, OBYFEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan  nama Retribusi Pemeriksaan Alat
Pamadam Kebakaran dipungut Retribusi sebagai
pambayaran atas pelayanan pemeriksaan dan atau
pengujian 2lat pemadam ksbakaran.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan. pemeriksaan
dan atau pengujian olsh Pemerintah Casrah
terhadap alat-alat pemadam kebakaran Yang
dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyara-
kat digedung~gedung untuk pelayanan Jnum,
industri, perdagangan dan gedung bertingkat
tarmasuk apartem=n, kondominium dan rumah
susun ;

{2) Tidak termasuk Obvsk Rstribusi adalah pelayan
an ops8meriksasn alat pemadam kebakaran vyang
dimiliki d<dan atau dipergunakan oleh masyara-
kat dirumah tinggal dan pelayanan pemadam

leh Uinas Pemadam Kebakaran.
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(1) Subyek Retribusi adalah ‘orang pribadi atau
badan yang memperoleh pelavanan pemariksaan
alat pencegah dan pemadam kebakaran.

{(2) Untuk apartemen, kondominium dan rumah susun
Subyaek Retribusinya adalah pihak pangelola.



SULONGAN RETRIBUST
Pasal 5

fatribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakar

an digolongkan sebagail Ratribusi'Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAGN JAaSA
Pasal &

Tingkat psnggunaan jasa dihitung basrc. ar~
kan frekwensi dan jumlah alat pemadam kebaiharan

vang diperiksa dan atau diuji.

BAB V¥V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penstapan struktur
dan besarnya tarif retribusi aéalah untuk
menutup ssbagian biaya penyelenggaraan pela-
yvanan ; : :

(2) Biaya ssbagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah biaya penvediaan peralatan, segel,

operasional dan psmeliharaan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan Jenis
dan ukuran alat pemadam kebakaran ;.
(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan seba-

gai berikut ;

a. 1. Jenis busa dsngan berat 0 - 25 1 jangka
waktu 1 Tahun Re. 2.500,- (dua ribu

o

lima ratus rupiah) ;

I



2. Jenizs busa dengan berat 25 - 50 1
jangka waktu 1 Tahun Rp. 3.000,- {tiga
ribu rupiah) ; _

3. Jenis busa dengan berat 50 - 150 1
jangka waktu 1 Tahun Rp. 3.500,- (tiga
ribu lima ratus rupiah} ;

4. Jenis busa dengan berat 150 1 dan
salebihnya Jangka waktu 1 Tahun
Rp. 5.000,- {(lima ribu rupiah).

8. 1. Jenis gas dengan berat O - & kg Jjangka
waktu 5 Tahun Rp. 3.000,~ (tiga ribu
rupiah) ;

2. Jenis gas dengan berat é - 20 kg jangka
waktu 5 Tahun Rp. 4.000,- (empat ribu v
rupizah)

3. Jenis gas dengan berat 20 - 150 kg.

jangka waktu 5 Tahun Rp. 5.000,- (lima
ribu rupiah) :

4. Jenis gas dengan berat 150 kg dan
selebihnya Jangka waktyu 5 Tahun
Rp. 7.500,- {tujuh ribu 1lima ratus
rupiah). ? )
BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal @92

Retribusi yang terutang dipungut di wild-
yah Daerah tempat pslayanan dibsrikan.

B A B VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI
TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah Jangka waktu yang

lamanya 1 (satu) tahun.



Pasal 11

8aat retribusi terutang adalah pada saat

diterbitkannya SKRD atau dokumen lain ¥ang
dipersamakan.
af B IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD
atau dokumen lain vang dipersamakan.

B8AB X
SANKSI ADMINIZTRASI
Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membavar
tepat pada waktunya atau kurang membayar, di
kenakan sanksi administrasi bsrupa bunga sebsessar
2 % (dua perssn) setiap bulan dari retribusi vang
terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

{1) Retribusi yang terutang harus dilunasi seka-
ligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retri-

busi :

{(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pem—
bayaran retribusi diatur dengan Keputusan

Kepala Daerah.
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

B AB XII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 15

Pangeluaran Surat Teguran / peringatan /Surat
lain vyang =ejenis sebagai awal tindakan
palaksanaan penagihan retribusi diksluarkan
segara sstelah 7 {(tujuh) hari sejak Jjatuh
tempo pembayaran ;

Dalam Jangka waktu 7 (tujuh) hari setalah
tanggal Surat Teguran/peringatan/Surat lain
vang sejsnis, Wajib Retribusi harus melunasi
retribusinya yang terutang ;

Surat Teguran sebagaimana dimakzud pada ayat
(1) dikeluarkan olsh pejabat yang ditunjuk,

BAB XIII
KEBERATA AN
Pasal 16

Wajib retribusi dapat mengajukan ksbesiratan
hanyva kepada Kepala Daerah atau pejabat vang
ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLE ;

Keberatan diajukan secara tertulis dalam
Baha=a Indonssia dengan disartai alésan-
alasan yang jelas :

Dalam hal wajib retribusi mengajukan kebsrat-
an atas ketetapan retribusi secara Jjabatan,
wajib retribusi harus dapat membuktikan
katidakbenaran ketetapan ratribusi terssebut ;
Keberatan harus diajukan dalam Jangka waktu
paling lama 2 (dua} bulan sejak tanggal SKRD
atau dokumen lain vang dipersémakan, SKRDKBT
dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila
wajib retribusi tartentu dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi
karena keadaan diluar kekuasaannya ;
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Keberatan wvang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) tidak
dianggap ssbagai surat keberatan, seh ngga
tidak dipertimbangkan ;

Pengajuan kebsratan tidak menunda kewa’iban
membavar retribusi dan pelaksanaan penacihan

retribusi.
Pasal 17

Kepala Daerah dalam Jjangka waktu paling ‘ama
& (Bnam)lbulan sejak tanggal Surat Keberatan
diterima harus membsri keputusan atas ke arat
an yang diajukan ;

Keputusan Kepala Dasrah atas keberatah Gagat
berupa mensrima sseluruhnya atau sebac an,
menolak, atau menambgh besarnya retribusi
yang terutang ;

ftoabila Jangka wakiu =ssebagaimana dim.o«sud
nada ayat {1) telah lewat dan Kepala GCaerah
cidak memberikan suatu Keputusan, kebsratan
vang diajukan tesrsebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Nt

Pasal 18

Atas kelebihan pembayvaran retribusi, wajib
ratribusi dapat mengajukan permochonan pengem—
balian kspada XKepala Daerah :

Kepala Daerah dalam jangka waktu pzling lama
& {(enam) bulan sejak diterimanya permchonanr
kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud avat (1), harus memberikan kesputus-
an;

apabila Jjangka waktu sebagaimana dimsksud
pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepalszs
Dasrah tidak memberikan suatu keputusan,
sermohonan pangombalian kelebihan retribusi

dianggap dikabukan dan SKRDLB harus diterbit-

kan dalam Jancka waktu paling lama 1 (satu)

T - -
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(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

- 1% =

Apabila Wajib retribusi mempunyai utang :atri
buei lainnya, kelebihan pembayaran retr.busi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lancsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu
utang retr’busi tarsebut ;

Pengambalian kelsbihan pembayaran retribusi
sebacaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak ditaerbitkannya SKRDLE ;

Apabilz pemgembalian pembayaran retribusi di-
lakukan setslah lswat jangka waktu 2 {(dua)
bular ¥X=pala Daarah membsrikan imbalan bunga
ssbasar 2 % (dua persen) ssbulan atas kelsr-

lambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 19

Paermchonan pangembalian kelebihan pembz: -ran
ratribusi diajukan secara tertulis ksapada
Kapala Daerah dengan sekurang~kuranjinya
menvebutkan :

a. nama cdan alamat Wajib Retribusi ;

b. masa retribusi ;

c. bsszarnva kKelebihan psmbayaran ;

d. alasan yang singkat dan jelas.

Permohonan pengaembzlian kelsbihan pembayaran
retribuszi dizampaikan secara langsung atau
melalui Pos Tercacat

Bukti penerimaan oleh pejabat dasrah atau
bukti pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti

saat permohonan diterima oleh Kepala Dasrah.

Pa=al 20

Pzngembalian kelebihan retribusi dilakukan
denoan manarbitkan Surat Perintah Membayar

Kelsbihan Rstribusi ;



{(2) apabila kelsbihan pembayaran rstribusi di-
perhitungkan dangan utang retribusi lainnya,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4),
pembayaran dilakukan dengan cara pemindah-
bukuan dan bukti pemindahbukuan juga barlaku

sebagal bukti pembavaran.

B AB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 21

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan,
keringanan dan pembebasan retribusi :

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retri-

busi :

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembe-

basan retribusi ditetapkan oleh Kepala
Dasrah.
BAaAB XVI
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 22

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, ke-
daluwarsa setelah melampaul Jangka waktu 3
(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
retribusi, kecuali apabila wajib retribusi

melakukan tindak pidana dibidang rstribusi :

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
a. diterbitkan Surat Teguran atau :
b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib
ratribusi pbaik langsung maupun tidak

langsung.
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B AB XVI1
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23

Wajib retribusi vyang tidak melaksanakan ke-
wajiban sehingga merugikan keuangan dasrah
diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam)
bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali
jumlah retribusi terutang :

Tindak pidana vyang dimaksud pada ayat (1)

adalah pelanggaran.

BAB XVIIX
P ENY ILDI KAN
Pasal 24

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diling-

kungan Pemerintah Daerah diberi wewenang

khusus sebagai penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana dibidang Perpajzkan

Daerah atau Retribusi Daerah ;

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah :

a. manerima, mencari, mengumpulkan dan maneli
ti keterangan atau laporan berkepaan
dengan tindak pidana di bidang retribusi
daerah agar keterangan atau laporan ter-
gabut menjadi lengkap dan jelas:

b. mensliti, mencari dan mengumpulkan kets-—
rapgan mengsnai orang pribadi atau badan
tentang kebsnaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana retribusi
dasrah tersebut :

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari
orang pribadi atau badan sehubungan dengan
tindak pidana di bidang retribusi dasrah:

d. memeriksa buku - buku, catatan—-catatan dan
dokuman-dokumen lain yang berksraan dengan
tindak pidana di bidang retribusi daerah;
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e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan
dokumen—dokumen lain, sarta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tidak pidana
di bidang retribusi daerah:

g. menyuruh berhenti, dan atau melarang se-
seorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang dan atau
dokumen vang dibawa sebagaimana dimaksud
pada huruf e ;

h. memotret seseorang vyang berkaitan dengan
tindak pidana retribusi daerah:

i. memanggil orang untuk didengar keaterangan-
nya dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi;

Jj. menghentikan penyidikan:

k. melakukan tindakan 1lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana di
bidang retribusi dasrah menurut hukum yang

dapat dipartanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
membaritahukan dimulainva penyidikan dan
menyampaikan hasil panyidikannya kapada
Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana.

B.O°8B  XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Hal-hal vang belum cukup diatur dalam
Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksa-
naannya akan diatur 1lebih lanjut oleh Kepals

Dasrah.
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Pasal 26

peraturan Daerah ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

pagar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Dasrah ini
dengan penempatan dalam Lembaran Dasrah Kabupaten
Daaerah Tingkat II Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 30 Januari 1999

DEMAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

“ABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI KED I'R I
Ketua,
TTD. T1D.
H-AR S ONG D81 H. SUPARYADI, S.IP

yizahkan dengan Kseputusan Menteri Dalam Negeri Rapublik
==ia Momor 974.35 - 434, tanggal 7 Mei 1999.

&6.n. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah

Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah
TTD.

Drs. KAUS AR AS.
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Diundangkan Dalam Lembaran Daarah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kediri Tanggal 7 September 1999 Seri B Nomor 8/B.

a.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S EDER]
Sekretaris Wilayah/Daerah

TTD.
" Drs. SAPARI RANUWIDJAJA, MSc.
Pembina Tingkat I
NIP. 010 0B2 718

o
Disalin sesuai dengan aslinya
Yang mengambil salinan
A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LEDR I RTI
Sekretzef; ah/Daerah

_A’

< / ,"";

Drs. SERARI RANUWIDJAJA, MSc.
Pambinaﬁia‘ﬁ_ _J?/

e

NIP. 010 087 718




